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PENETAPAN
Nomor 4618/Pdt.G/2019/PA.Cbn

Pl N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tangal lahir Sukabumi/04 Mei 1980, umur 39 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat/tangal lahir Jakarta/06 Juni 1976, umur 43 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Ojek, tempat
kediaman di Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30
Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Cbn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 09 Desember 2006, berdasarkan duplikat
kutipan akta nikah nomor 017/17/1/2007 tertanggal 04 Januari 2007 yang
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dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari,
Kabupaten Bogor;

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal
bersama di Kabupaten Bogor;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak |, perempuan, lahir di Bogor, 07 September 2007;
b. Anak Il, perempuan, lahir di Bogor, 16 Oktober 2016;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus yang disebabkan:

a. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang diketahui
Penggugat, ketika melihat handphone milik Tergugat, Penggugat melihat ada
chat mesra antara Tergugat dan wanita tersebut, dan Penggugat
menemukan kartu KB ditas milik Tergugat;

b. Bahwa Tergugat tidak maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada
Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang
membantu memenuhinya;

c. Bahwa Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat dalam masalah keuangan,
seperti Tergugat pernah menggadaikan BPKB moto milik Penggugat tanpa
sepengetahuan Penggugat;

d. Bahwa Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai muslim dengan
baik, seperti jarang shalat lima waktu, sehingga membuat Penggugat merasa
Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik didalam keluarga dan membuat
Penggugat merasa tidak nyaman;

5. Bahwa pada tanggal bulan Juni 2019 merupakan puncak permasalahan
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan sejak saat itu antara
penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya
tersebut tidak membuahkan hasil;
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7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmabh, tidak tercapai.
Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk
meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik

kecuali perceraian;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT)

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin
mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan
Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya
sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan
mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya
sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan
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perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv.
dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus
ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat untuk mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4618/Pdt.G/2019/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Haryadi
Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dra.
Yumidah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Ruchyana, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;
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Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy. Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Dra. Yumidah, M.H.
Panitera Pengganti,

Asep Ruchyana, S.H.
Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,-
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 260.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
Jumlah ‘Rp 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)
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